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Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat belum efektif yang ditandai dengan masih adanya lima desa dengan katagori sangat tertinggal. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat di lima desa sangat tertinggal tersebut diduga disebabkan oleh Pengembangan Kelembagaan belum maksimal dan Partisipasi Masyarakat masih relatif rendah.
Pendekatan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Ukuran Populasi dalam penelitian ini adalah 408, teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random sampling dua tingkat, dengan ukuran sampel sebesar 193. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan : Observasi, penyebaran Kuesioner dan Wawancara. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi Linear Structural Relationship (LISREL).
Berdasarkan hasil analisis menggunakan LISREL diketahui bahwa secara parsial variabel Pengembangan Kelembagaan yang terdiri dari unsur : kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern dan linkages berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pemberdayaan dengan kontribusi sebesar 0,537 atau 53,7%, demikian pula variabel Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari cara : menumbuhkan kesadaran berpartisipasi, menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi, dan menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi sebesar 0,326 ataiu 32,60%. Secara Simultan variabel Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mampu menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat sebesar 63,20%, sedangkan epsilonnya sebesar 36,80%. 
Hasil evaluasi model struktural menunjukkan bahwa indikator : X1.1. memiliki t-value sebesar 10,957, X1.2. memiliki t-value sebesar 11,031, X1.3. memiliki t-value sebesar 10,969, X1.4. memiliki t-value sebesar 12,598, X.1.5. memiliki t-value sebesar 12,199 dan , X1.6. memiliki t-value sebesar 11,798. Demiikian pula untuk indikator X2.1. memiliki t-value sebesar 12,108, X2.2. memiliki t-value sebesar 10,660, X2.1. dan X.2.3. memiliki t-value sebesar 19,264. Seluruh indikator untuk variabel X1 dan X2 memiliki t-value lebih besar dari t-tabel sebesar 1,652, dengan demikian indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang tepat untuk mengukur variabel Pengembangan Kelembagaan (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2)
Hasil penelitian menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, dilihat dari perspektif Administrasi Publik, dengan mengembangkan variabe-variabel lain selain Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. 
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The main problem in this research is how community empowerment in West Bandung Regency has not been effective which is indicated by the existence of five rurals categorized as disadvantaged. The ineffectiveness of community empowerment in the five disadvantaged rurals is thought to be caused by insufficient institutional building and relatively low community participation. 
The research approach, in accordance with the problems raised, is a quantitative  with a survey method. The population size in this research was 408. The sampling technique used was a two-level simple random sampling technique, with a sample size of 193. The data were collected by conducting : observation, distributing questionnaires and interviews. Thewere then analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM) with the application of Linear Structural Relationship (LISREL). 
Based on the results of the analysis using LISREL, it is known that partially the Institutional Building variable consisting of the: leadership, doctrine, programs, resources, internal structure, and linkages element has a positive and significant effect to the Community Empowerment variable with a contribution of 0.537 or 53.7. In term of the Community Participation variables, which consists of raising awareness of participation, informing the opportunity to participate, and showing and increasing the community's abilit, has a positive and significant effect to the variable Community Empowerment of Disadvantaged Rurals in West Bandung Regency with a contribution of 0.326 or 32.60%. Simultaneously the variable of Institutional Building and Community Participation were able to explain the Community Empowerment of Disadvantaged Rurals in West Bandung Regency by 63.20%, while the epsilon was 36.80%. 
The results of the structural model evaluation show that the indicator: X1. has a t-value of 10,957; X1.2. has a t-value of 11.031; X1.3. has a t-value of 10,969; X1.4. has a t-value of 12,598; X.1.5. has a t-value of 12,199; and, X1.6. has a t-value of 11,798. As for the X2.1 indicator, it has a t-value of 12,108; X2.2. has a t-value of 10,660; X2.1. and X.2.3. has a t-value of 19,264.  Thus indicators for variables X1 and X2 have a t-value greater than the t-table of 1.652, thus these indicators are the right indicators to measure the Institutional Building (X1) and Community Participation (X2) variables. 
The results showed the need for further research on institutional building and community participation to community empowerment of  disadvantaged rurals at West Bandung Regency, seen from the perspective of Public Administration, by developing variables other than Institutional Building and Community Participation. 







Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena dapat menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitment dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada rakyat.
Tujuan objektif dalam pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Prioritas awal diperuntukkan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.
Perdesaan merupakan wilayah tempat tinggal penduduk miskin, walaupun pembangunan infrastruktur dan Dana Desa (DD) semakin besar mengalir ke desa. Namun demikian, program tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2019, penduduk miskin (​https:​/​​/​www.cnnindonesia.com​/​tag​/​angka-kemiskinan​) Indonesia pada sebanyak 25,14 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, porsentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 15,15 juta orang atau 12,85 persen, sementara penduduk miskin di perkotaan mencapai 9,99 juta orang atau 6,89 persen.  Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa secara nyata belum menikmati hasil-hasil pembanguan secara adil dan merata. 
Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan desa menjadi penting dan menentukan dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program-program pembangunannya. Karena berdasarkan data gini rasio yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah secara nasional sebesar 0,358. Sedangkan ketimpangan di daerah perdesaan berada pada angka 0,324 dan ketimpangan di perkotaan sebesar 0,401. Jika dilihat lebih dalam, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi  dalam satu wilayah itu sendiri tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah.
Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan memegang peran yang sangat penting mengingat sebagian besar penduduk yang kurang berdaya berada di perdesaan yang mencapai 15,15 juta orang atau 12,85 persen. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi  ekonomi  rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya, sehingga dengan pemberdayaan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat.
Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan masyarakat Desa semakin tergantung pada pihak luar Desa. Peran lembaga-lembaga desa menjadi sangat penting dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dimiliknya agar pembangunan di perdesaan menjadi betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. 
 Selain pengembangan kelembagaan yang ada di desa yang berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, pemberdayaan masyarakat desa juga mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat, karena pemberdayaan tanpa adanya partisipasi masyarakat, hanya akan menjadikan masyarakat sebagai obyek dari pembangunan semata. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena empirik yakni adanya lima desa berkategori sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat (Pikiran Rakyat, 31/8/2016 Halaman 3), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Kelima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat adalah : 1) Desa Karyamukti di Kecamatan Cililin, 2) Desa Cintaasih di Kecamatan Cipongkor, 3) Desa Cirawamekar dan 4) Desa Sari Mukti di Kecamatan Cipatat serta 5) Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemberdayaan masyarakat di kelima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat belum efektif, 

1.2.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pernyataan masalah (problem statement) penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat belum efektif. Hal ini diduga disebabkan oleh Pengembangan kelembagaan yang belum optimal dan partisipasi masyarakat yang relatif masih lemah. Dari pernyataan masalah tersebut dapat diidentifikasikan pertanyaan masalah sebagai berikut :
1.	Apakah pengembangan kelembagaan yang ditentukan oleh unsur-unsur : kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern dan linkages secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat?
1.	Apakah partisipasi masyarakat yang ditntukan oleh cara : menumbuhkan kesadaran berpartisipasi, menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat?
1.	Seberapa besar pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat?

1.3.	Maksud Penelitian
Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memahami masalah yang diteliti dengan melakukan penelusuran berbagai teori yang berhubungan dengan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, kemudian menguji dan menganalisis serta membuat rekomendasi teoritik maupun pragmatik berupa masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menangani desa-desa sangat tertinggal.

1.4.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :
1.4.1.	Mengkaji dan menganalisis pengaruh secara parsial Pengembangan Kelembagaan melalui unsur-unsur Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber Daya, Struktur Intenal dan Linkages terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
1.4.2.	Mengkaji dan menganalisis pengaruh secara parsial Partisipasi Masyarakat melalui cara-cara membangkitkan partisipasi : Menumbuhkan kesadaran masyarakat; Menginformasikan adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menunjukkan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. 




Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu bentuk perubahan yang ditujukan agar lembaga tersebut memiliki kemampuan merespon tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga dipandang memiliki peran penting dalam pros​es pembangunan. Sebagaimana diungkapkan Esman dalam Eaton (1972:22), yang menyatakan bahwa : "Institution building may he defined as the planning, structuring and guidance of new or reconstituted organizations which a).embody changes in values, functions, physical and/or social technologies; b).establish, foster and frotect new normative relationships and actions patterns; and c).obtain support and complementarity in the environment."
Berdasarkan pemahaman tersebut, pengemban​gan lembaga adalah upaya perubahan yang diarahkan terhadap struktur, teknik, dan sikap atau nilai-nilai personal maupun kelompok melalui bimbingan, pembinaan, indoktrinasi. Suatu lembaga atau organisasi yang tidak mampu melakukan perubahan, lambat laun akan "mati". Paling tidak akan mengalami "stagnasi", karena ia tidak mampu merespon dan beradaptasi dengan tuntutan keadaan, kebijakan, situasi, dan dinamika kehidupan yang berkembang.
Berkenaan dengan peran suatu lembaga agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, Wheelen (1992:13), menyatakan bahwa : “Secara internal terdapat tiga variabel agar suatu lembaga yang dibangun dapat memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan misinya, variabel tersebut yaitu : structure, resources, culture”. Selanjutnya Wellin & Jeanne (1991:23), menyebutkan, bahwa “Lingkungan organisasi yang mempengaruhi pemberdayaan adalah nilai organisasi, sistem sumberdaya manusia, dan struktur organisasi”.  Pendapat senada dikemukakan oleh Esman (1972:28), menyatakan bahwa :
“Ada dua kelompok variabel atau faktor penting untuk memahami pengembangan lembaga. Pertama, adalah variabel-variabel lembaga, yaitu yang pada dasarnya menyangkut organisasi itu sendiri dan kedua, adalah variabel-variabel kaitan yang berhubungan terutama yang berhubungan dengan organisasi ekstern”.
Variabel-variabel lembaga yaitu yang terdiri dari Leadership, Doctrin, Program, Resources, Internal Structure. Kemudian untuk variabel-variabel kaitan yang bertalian dengan jaringan hubungan-hubungan dengan intern organisasi, yaitu linkages yang meliputi enabling linkages (kaitan-kaitan yang memungkinkan), functional linkages (kaitan-kaitan fungsional), normatve linkages (kaitan-kaitan normatif) dan diffused linkages (kaitan-kaitan tersebar)”.
Penjelasan dari Esman tersebut mensiratkan adanya dua variabel pokok dalam pengembangan kelembagaan yaitu variabel kelembagaan yang terdiri dari kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur internal, sedangkan satu variabel lainnya adalah variabel kaitan yang berhubungan dengan hubungan-hubungan internal organisasi kelembagaan yang meliputi kaitan-kaitan yang memungkinkan, kaitan-kaitan fungsional, kaitan-kaitan normatif dan kaitan-kaitan tersebar.
Sedang Suryono (2010:251), menyatakan bahwa :
“Sebagaimana aliran-aliran pembangunan yang lain, aliran pe-ngembangan kelembagaan (institusional building) menghendaki adanya keserasian antara persepsi masyarakat dengan inovasi yang sedang berlangsung. Aliran ini percaya bahwa semakin berkembangnya persepsi masyarakat terhadap realitas pembangunan (termasuk persepsi dari agen-agen pembaharuan). Maka semakin besar pula kemungkinan kesediaan masyarakat untuk mau dan mampu mengadopsi nilai-nilai pembangunan.”
Pendapat Suryono tersebut, menegakan bahwa dalam aliran pembangunan kelembagaan atau institutional building diperlukannya sinergitas dan persepsi yang sama antara masyarakat dengan berbagai program inovasi yang dilaksanakan pemerintah akan mendorong kesediaan masyarakat untuk mau dan mampu mengadopsi nilai-nilai pembangunan.  Suryono (2010:254), menyatakan bahwa : “Aliran Instituion Building memandang institusionalitas sebagai suatu fungsi daripada innivative organization dan perhatian utama adalah membangun kelembagaan yang efektif dengan memberikan perhatian pada unsur-unsur kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur internal dan linkages”. 

2.2.	Pengertian Partisipasi
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memegang peran yang sangat penting, karena masyarakat dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial, ekonomi masyarakatnya, sehingga mampu dirumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan mampu menentukan prioritas pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif tersebut mampu mendorong timbulnya kepercayaan diri, memiliki kekuatan sendiri, dan memiliki martabat yang mandiri, dan pada gilirannya mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan masyarakat desa kepada pihak luar. 
Kartasasmita (1997:56), menyatakan bahwa : “Dari Studi empirik banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi rakyat”. Partisipasi mengandung arti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang secara mental emosional atau fisikal dalam situasi kelompok tertentu, yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan kelompok tersebut serta ikut bertanggung-jawab atasnya (baik secara individual atau kolektif, maupun secara vertikal atau horizontal).
Dalam konteks pemberdayaan menunjukkan bahwa, pemberdayaan dalam kerangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di perdesaan diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menunjukkan bahwa masyarakat pemegang peran utama dalam pembangunan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Hikmat (2006:128-129), bahwa : 
“Melalui reformulasi pembangunan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif masyarakat melalu gerakan massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ”hanya” merupakan tanggungjawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asih, silih asuh, dan silih asah”. 
Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksitensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.  Misalnya dalam penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah.
Partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok akan tumbuh dan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Rosidin (2019:184-185), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Faktor-faktor penghambat keberhasilan partsisipasi masyarkat misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.
Theresia, Andini, Nugraha dan Mardikanto (2014:206), menyatakan bahwa : “Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan”.  Hal ini mengisyaratkan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat harus diberikan peluang kepada masyarakat dalam bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan pendorong untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat  untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program agar masyarakat desa menjadi berdaya dan mandiri.
Mardikanto dan Soebiato (2013:96-97), menyampaikan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang meliputi :
“a.	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.
	
b.	Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
	Seringkali erjadi, bahwa partisipasi masyarakat tidak tampak karena 
c.	Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. 	
Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi juga merupakan tanda bahwa masyarakat bukan sekedar obyek atau menerima hasil-hasil pembangunan, namun masyarakat juga sebagai obyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan secara langsung dan menumbuhkan pula rasa percaya diri serta rasa tanggung jawab untuk ikut serta memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut.

2.3.	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdaya-an masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkut-an sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.
Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).  Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Suharto (2005:57), menyatakan bahwa : “Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah”. 
Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:151), “merupakan suatu konsep relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri”.  Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:67), menyatakan “Pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan”. Ife (1995:56) menjelaskan : “empowerment aims to increase the power of the disadvantaged” (Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung). Pemberdayaan dapat dipahami berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budaya. Eko (2005:150​151), memaknai “pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat”.
Pendekatan pemberdayaan yang lebih berpusat kepada manusia memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (enabling), upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan perlindungan (Sumodiningrat, 1999:44).
Menurut Fahrudin (2012-96-97), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti:
“1.	Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2.	Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3.	Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan”.
Dengan demikian proses pemberdayaan mempunyai kecenderungan yaitu menekankan pada proses pemberian kekuatan kepada masyarakat lain untuk dapat lebih berdaya. Atau Pemberdayaan adalah suatu cara memberikan kekuatan kepada masyarakat yang powerles agar ikut serta dalam proses pembangunan sebagai proses aktualisasi eksistensi (Pranarka dan Moeljarto, 1996:17). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pula menurut Suhendra (2006:75) bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Suharto (2005:60), menyatakan “tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)”.  Lebih lanjut dikatan bahwa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: 
“1.	Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. 
2.		Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian,masyarakat terasing. 
3.		Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga”. 
Ketidakberdayaan ini diperparah lagi oleh karena masyarakat di lingkungan mereka telah menciptakan pandangan lain dari yang umum sehingga kerapkali dianggap sebagai  penyimpangan. Mereka kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka menurut Suharto (2005:61), “seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek kehidupan tertentu”. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.
Pemberdayaan merupakan bentuk dari pembangunan berorientasi pada masyarakat, partisipasi dan keberlanjutan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap individu masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan memperoleh kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Untuk dapat berpartisipasi pada pembangunan tersebut, masyarakat dituntut harus berdaya. Artinya pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kemampuan atau memandirikan masyarakat dengan cara memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimilikinya, sehingga diperoleh perubahan secara bertahap, konsisten dan terus menerus.
Pemberdayaan dapat dipahami dari berbagai perspektif yang dapat dikembangkan satu dengan lainnya yang saling terkait, pemberdayaan dapat dilihat dari perspektif sosial, perspektif politik, dan perspektif psikologis”.  Senada dengan pemikiran itu, Friedmann (1994:33), menyatakan bahwa : 
“In furthering their persuit of life and livelihood, households dispose over three kinds of power sosial, political, and psychological.Social power is concerned with access to certain “bases” of household production, such as information, knowledge and skills, participation in social organizations, and financial resources. When a household economy increase its access to these bases, its ability to set and attain objectives also increases. An increase in social power may therefore also be understood as an increase in a househols’s access to the bases of its productive wealth.
Political power concerns the access of individual househols members to the process by wich decisions, particularly those that affect their own future, are made. Political power is thus not only the power to vote, it is as well the power of voice and of collective action. Alhtought individual may participate in politics on a personal basis, their voice rises not only in local assembly but also, and at times more effectively, when it merger with the many voices of larges political association – a party,, a social movement, or an interest group such as a labour or peasant syndicate.
Psycological power, finally, is best described as an individual sense of potency. Where present, it is demonstrated in self-confidence behavior. Physicological empowerment is often a result of successful action in the sosical and political domains, thought it may also result from intersubjective work. An increase sense of personal potency will have recursive, positive effects on a household's continuing struggle to increrase its effective sosial and political power.”   
(“Dalam memajukan kehidupan dan penghidupan, rumah tangga memiliki tiga jenis kekuasaan sosial, politik, dan psikologis. Kekuasaan sosial berkaitan dengan akses ke “basis” produksi rumah tangga tertentu, seperti informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam sosial. organisasi, dan sumber daya keuangan. Ketika ekonomi rumah tangga meningkatkan aksesnya ke basis-basis ini, kemampuan-nya untuk menetapkan dan mencapai tujuan juga meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan sosial juga dapat dipahami sebagai peningkatan akses rumah tangga ke basis kekayaan produktifnya.
Aspek politik menyangkut akses para anggota rumah tangga individu ke proses di mana keputusan dibuat, terutama yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, aspek politik bukan hanya kekuatan untuk memilih, tetapi juga kekuatan suara dan tindakan kolektif. Dengan pemikiran individu dapat berpartisipasi dalam politik secara pribadi, suaranya meningkat tidak hanya di majelis lokal tetapi juga, dan pada saat yang lebih efektif, ketika bergabung dengan banyak suara dari asosiasi politik yang besar - partai, gerakan sosial, atau kelompok kepentingan seperti buruh atau sindikat petani.
Yang terakhir Aspek psikologis, digambarkan sebagai perasaan potensi individu. Jika ada, hal itu ditunjukkan dalam perilaku percaya diri. Pemberdayaan fisikologis seringkali merupakan hasil dari pemberdayaan aspek sosial dan aspek politik, yang mungkin juga merupakan hasil dari kerja intersubjektif. Peningkatan rasa potensi diri akan memberi pengaruh positif untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya”.
Suatu masyarakat yang berdaya berarti masyarakat mampu membangun dirinya sendiri (self development), menciptakan kelompok kerja yang dinamis (groups dynamics), dan mengubah perilakunya (changing behavior) dengan meninggalkan kebiasaan yang kurang baik dengan yang lebih menguntungkan dalam melakukan kegiatan. 

2.4.	Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian teori yang telah peneliti sampaikan, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :
1.	Pengembangan Kelembagaan melalui unsur-unsur Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber Daya, Struktur Intenal dan Linkages berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
1.	Partisipasi Masyarakat melalui cara-cara membangkitkan partisipasi : Menumbuhkan kesadaran masyarakat; Menginformasikan adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menunjukkan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.




Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah explantory survey, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Metode explantory survey menurut Singarimbun (1989:4), yaitu ”penelitian explanatory (penjelasan) atau confirmatory riset menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan sebelumnya”. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing variabel serta menguji pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Selain daripada itu metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi. 

3.2.	Populasi Penelitian dan Sampel.
Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut populasi dipahami sebagai kelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Berdasarkan pengertian tentang populasi, dapat dikesimpulkan bahwa yang dimaksud populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ada di kelembagaan desa pada lima desa dengan katagori desa sangat tertinggal, yaitu : Desa Sarimukti dan Desa Cirawameker di Kecamatan Cipatat, Desa Margaluyu di Kecamatan Cipeundeuy, Desa Karyamukti di Kecamatan Cililin dan Desa Cintaasih di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sebanyak 408 orang. Sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan teknik simple random sampling dua tingkat, dan ditetapkan sampel sebnayak 193.

3.3.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1.	Studi Pustaka
Pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun dengan cara mempelajari dari teori-teori, jurnal ilmiah, makalah ilmiah dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti
1.	Observasi Non Partisan
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan berkaitan dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. dalam teknik pengumpulan data ini pengamatan diharapkan kepada sejumlah warga masyarakat yang pernah berurusan dengan aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam hubungannya dengan pelayanan. 
1.	Wawancara terstruktur
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam mengenai masalah yang di teliti.
1.	Penyebaran Kuesioner
Teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pernyataan secara tertulis untuk diisi oleh responden. Angket/kuesioner ini sifatnya tertutup artinya alternatif jawaban sudah disediakan dan responden tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

3.4.	Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, teknik analisis data yang digunakan dalam   penelitian in adalah analisis  kuantitatif dengan bantuan model SEM (Structural Equation Modeling) atau Model Persamaan Struktural dengan program LISREL 8.80. Sebelum kuesioner didistribusikan kepada responden yang telah ditentukan, terlebih dahulu butir-butir/item-item kuesioner harus dipastikan valid dan reliabel. Pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis diperoleh dari alat ukur yang valid dan reliabel (konsisten). 
Pada dasarnya SEM adalah sebuah teknik konfirmatori yang digunakan untuk menguji hubungan kasualitas dimana perubahan satu variabel  diasumsikan menghasilkan perubahan pada variabel lain didasarkan pada teori yang ada. Kajian teoritis dipergunakan untuk mengembangkan model yang dijadikan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Konstruk dan dimensi-dimensi yang akan diteliti dari model teoritis telah dikembangkan pada telaah teoritis dan pengembangan hipotesis.
































X2.1	=	Cara Menumbuhkan Kesadaran Berpartisipasi
X2.2	=	Cara Menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi




Y3	=  Perspektif Psikologis	

Gambar tersebut di atas memperlihatkan model yang dibangun berdasarkan teori yang ditentukan oleh peneliti dalam mengungkap pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat yang dipengaruhi oleh Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

IV.	Pembahasan
Sesuai dengan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan, pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :
4.1.	Pembahasan Pengaruh Secara Parsial Pengembangan Kelembagaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal Di Kabupaten Bandung Barat
Pembahasan dalam menganalisis hasil penelitian dengan analisis SEM ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis Standarized Solution dan t value. Pendekatan analisis Standarized Solution dilakukan untuk melihat analisis yang bersifat positif dan negatif, serta menentukan hubungan antar variabel. Sedangkan pendekatan t-value untuk melihat hasil analisis dalam menentukan signifikan dan tidak signifikan. Kedua pendekatan analisis ini mempunyai fungsi yang berbeda, dimana setiap fungsi itu saling terkait satu sama lainnya.
Berangkat dari analisis Sub Struktural Model Standarized Solution variabel Pengembangan Kelembagaan (X1) yang ditentukan oleh X1.1 sampai dengan X1.6 pengaruhnya terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y), bahwa nilai standar loading faktor Pengembangan Kelembagaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,537. Berpatokan pada nilai tersebut, variabel Pengembangan Kelembagaan yang terdiri dari unsur-unsur : Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber Daya, Struktur Intern dan Linkages dinyatakan berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat  desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan dilihat dari T-Value, besarnya Variabel Pengembangan Kelembagaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat sebesar 5,728. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengembangan Kelembagaan yang terdiri dari unsur-unsur : Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber Daya, Struktur Intern dan Linkages berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan ulasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa variabel Pengembangan Kelembagaan yang terdiri dari enam unsur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Pernyataan tersebut memberi makna bahwa pelaksanaan pengembangan Kelembagaan di lima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat telah terlaksana dengan baik, sehingga mampu mendorong para pengelola kelembagaan desa di lima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kelembagaan desa yang adaptif dan responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakatnya. 
Kelembagaan desa mampu bertindak sebagai fasilitating sehingga mampu menumbuhkan berbagai potensi yang ada di desa, dan kelembagaan desa mampu berperan sebagai mediating agent antara kepentingan masyarakat desa dengan kepentingan nasional (the state).  Hasil analisis tersebut sesuai dengan pendapat Supriatna (1997:113), "Pengembangan lembaga desa tidak hanya sebagai perubahan struktur dan fungsi, namun mampu mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi sikap, perilaku, kultur, pandangan, dan pola kerja yang lebih cocok dengan tuntutan perubahan.” Perubahan tidak berarti mentiadakan nilai-nilai lokal, namun bagaimana mempertah​ankan dan melindungi nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola hubungan positif yang dianut masyarakat agar tetap survive”.
Teori yang digunakan untuk menganalisis pengembangan kelembagaan bersumber dari pendapat Suryono S.U. (2010:254) yang terdiri dari unsur-unsur : Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumber Daya, Struktur intern dan Linkages. Keenam unsur pengembangan kelembagaan desa tersebut menjadi acuan peneliti dalam mengkaji besarnya pengaruh pengembangan kelembagaan yang dilaksanakan di lima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.

4.2.	Pembahasan Pengaruh Parsial Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat
Berangkat dari hasil analisis sub struktur model Standarized Solution variabel Partisipasi Masyarakat (X2) yang ditentukan oleh X2.1 sampai dengan X2.3  pengaruhnya terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y), bahwa nilai standar loading Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan masyarakat sebesar 0,326. Berpatokan pada nilai tersebut, variabel Partisipasi yang terdiri dari cara menumbuhkan kesadaran berpartisipasi, cara menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi, dan cara menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat  dinyatakan berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakar Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan dilihat dari analisis t-value, nilai Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat sebesar 3,487. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari cara menumbuhkan kesadaran berpartisipasi, cara menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi, dan cara menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
Mengacu pada penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan berpemngaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian partisipasi masyarakat di kelima desa sangat tertinggal telah dilaksanakan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa (Kepala desa Ciantaasih, Kepala Desa Cirawamekar, Kepala Desa Sarimukti), yang menyatakan bahwa : ”Keikutsertaan masyarakat pada berbagai program pembangunan fisik khususnya pada tahap implementasi/pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, paling tidak dapat membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan dari upah pekerjaannya dalam proyek fisik, sehingga mereka/masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan mampu membiaya kehidupannya  sehari-hari selama proyek pembangunan fisik tersebut ada”.  Lebih lanjut dikatakan oleh Kasi Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin dan Sekretaris Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy menyatakan bahwa : ”Partisipasi masyarakat pada proyek-proyek pembangunan fisik di desa dapat membantu mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, karena saat ini ada fenomena bahwa masyarakat sangat tergantung pada bantuan pemerintah”.
Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan	rakyat.	 Hal ini mengandung	makna bahwa hasil-hasil dari pemba-ngunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun pada realitanya hasil-hasil pembangunan sampai dengan saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan lapisan paling bawah. Sehingga menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan kemiskinan, yang notabene secara kuantitas sebagian besar masyarakat miskin berada di perdesaan. Sebagaimana data dari Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa : Penduduk miskin pada Maret 2020 di perkotaan dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020, dan penduduk miskin di perdesaan dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020. 
Salah satu cara	 yang	dapat ditempuh dalam mengatasi kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi yang ada, mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci dari setiap upaya pembangunan, sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat sehingga mereka hanya menjadi obyek dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan, partisipasi masyarakat sebagai control terhadap tumbuh dan berkembangnya pembangunan desa.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan ciri pembangunan desa, partisipasi masyarakat perlu dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan desa mencapai sasaran yang diharapkan.  Sebagaimana dikatakan oleh Hikmat (2006:128-129), bahwa : “Melalui reformulasi pembangunan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan  kemiskinan ”hanya” merupakan tanggungjawaban pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asa, silih asih, dan silih asuh. 
4.3.	Pengaruh Secara Simultan Pengembangan Kelembagaan Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat
Sebagaiaman telah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel Pengembagan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan variabel eksogen, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel endogen Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, sementara desa Margaluyu di Kecamatan Cipendeuy, Desa Sarimukti dan Desa Cirawamekar di Kecamatan Cipatat, Desa Karyamukti di Kecamatan Cililin dan Desa Cintaasih di Kecamatan Cipongkor merupakan obyek dari penelitian, dimana peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil perhitungan LISREL secara simultan variabel Pengembangan Kelembagaan (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) mampu menjelaskan variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y)  Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat sebesar 63,20%. Memperhatikan hasil penelitian tersebut, tampak bahwa besarnya pengaruh Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat merupakan variabel penting untuk menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana dikatakan Mardikanto dan Soebiato (2013-69-70), bahwa “Penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut, mencakup penguatan kapasitas setiap individu (warga masyarakat), kapasitas kelembagaan (organisasi dan nilai-nilai perilaku), dan kapasitas jejaring (networking) dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem yang lebih luas." Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengikutsertakan atau partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kelembagaan yang ada di desa. Pernyataan tersebut telah dibuktikan dalam penelitian ini bahwa variabel pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
Pendekatan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, banyak menimbulkan masalah terutama pada masalahan lingkungan hidup, pembangunan telah menjadikan masyarakat ketergantungan pada pemerintah dan partisipasi hanya sekedar mobilisasi masa bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development) menjadi alternatif yang paling tepat digunakan sebagai strategi pembangunan di perdesaan, karena dengan strategi tersebut masyarakat bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subyek pembangunan, sehingga akan tumbuh daya untuk menjadi mandiri, karena dengan menjadi masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan terkandung di dalamnya peranserta masyarakat pada berbagai tahapan pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil-hasil pembangunan dilaksanakan. 
Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan Chambers (1995:45), “Pemberdayaan masyarakat merupakan pencerminan paradigma baru pembangunan yang berorientasi pada "People Centered, Participatory, Empowering, and Sustainable.”, lebih lanjut diperkuat oleh pendapat Eko (2005:150­151), yang memaknai bahwa :  “Pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat”.  Konsep tersebut lebih luas daripada semata-mata pembangunan yang ber​orientasi pada kebutuhan dasar (basic needs) atau menye​diakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety-net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. 
Efektivitas pemberdayaan masyarakat akan terwujud jika didukung oleh partisipasi masyarakat, selain itu juga diperlukan pengembangan kelembagaan desa, agar lembaga tersebut mampu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai tuntutan internal maupun eksternal, sebagaimana disampaikan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013:69), yang menyatakan bahwa : “Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas”. Lebih lanjut Mardikanto dan Soebiato menyatakan bahwa :  “Penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut, mencakup penguatan kapasitas setiap individu (warga masyarakat), kapasitas kelembagaan (organisasi dan nilai-nilai perilaku), dan kapasitas jejaring (networking) dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem yang lebih luas. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengikutertakan atau partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kelembagaan yang ada di desa.
Uraian tersebut di atas, menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan pengembangan kelembagaan desa memegang peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena dengan tingginya partisipasi masyarakat akan meningkatkan keberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat akan ditunjukkan oleh keikutsertaan masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, selain itu dengan pengembangan kelembagaan desa akan mewujudkan kelembagaan desa yang adaptif terhadap tuntutan baik internal maupun eksternal, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal  yaitu karena persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal yaitu ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengembangan kelembagaan memiliki nilai pengaruh yang lebih besar dari variabel partisipasi masyarakat. Menurut pendapat peneliti hal itu terjadi karena pengembangan kelembagaan merupakan salah satu bentuk perubahan yang ditujukan agar lembaga tersebut memiliki kemampuan merespon tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga dipandang memiliki peran penting dalam pros​es pemberdayaan masyarakat. Pengemban​gan kelembagaan adalah upaya perubahan yang diarahkan terhadap struktur, teknik, dan sikap atau nilai-nilai personal maupun kelompok melalui bimbingan, pembinaan dan indoktrinasi.
Mengingat kelembagaan desa merupakan lembaga yang memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat, maka dengan pengembangan kelembagaan yang dilakukan akan menjadikan lembaga-lembaga desa memiliki daya adaptasi tinggi dalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, yang mampu memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat desanya.
Hasil dari evaluasi model struktural penelitian ini dan dan keterkaitanya dengan hipotesis penelitian, dirangkum   pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Evaluasi Model Struktural dan Kaitannya dengan Hipotesis










X1  Y			0,537	5,728		Berpengaruh positif dan signifikan(Hipotesis 1 diterima)
X2  Y			0,326	3,487		Berpengaruh positif dan signifikan(Hipotesis 2 diterima)
X1 dan X2  Y					0,632	Berpengaruh positif dan signifikan(Hipotesis 3 diterima)
Sumber : Hasil Olah Data, 2020
Berdasarkan hasil uji sebagaimana direkapitulasi pada Tabel 1, semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini merupakan indikator yang tepat. Namun dremikian, unsur sumber daya merupakan unsur dengan nilai paling besar, sedangkan unsur kepemimpinan dan unsur program menjadi unsur yang memiliki nilai paling rendah dalam variabel pengembangan kelembagaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sumber daya khususnya sumber daya manusia sebagai obyek dan sekaligus subyek pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran yang sangat voital dalam melakukan pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu berbagai potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing desa dapat dikelola dan diolah oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola dan mengolah potensi sumber daya alam desa tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat, bukan malah sebaliknya pengelolaan sumber daya alam meninggalkan kerusakan alam yang dapat menjadi bencana bagi warga desa tersebut. Untuk itu pentingnya pemahaman oleh semua pemangku kepentingan akan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keserasian antara pembangunan secara ekonomi dan kelestarian alam.




Berdasarkan pembahasan dan hasil uji hipotesis sebagaimana telah dibahas pada Bab IV mengenai pengaruh Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat lima Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1.	Secara parsial variabel pengembangan Kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan masyarakat desa sangat Tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, walaupun memiliki nilai yang bervariasi untuk setiap unsur. Unsur sumber daya memiliki nilai pengaruh yang paling kuat, sedangkan unsur lainnya : Kepemimpinan, doktrin, program, struktur Intern dan linkages memiliki pengaruh yang lebih kecil tetapi tetap menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel pengembangnan kelembagaan, yang terdiri dari unsur : kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern, dan  linkages secara umum mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat.
2.	Secara parsial variabel partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat, walaupun dilihat dari cara-cara membangkitkan partisipasi menunjukkan nilai yang bervariatif.  Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa cara menumbuhkan kesadaran berpartisipasi memiliki nilai pengaruh yang paling kuat, sedangkan cara-cara lainnya yaitu: menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi memiliki pengaruh lebih kecil, tetapi tetap memberikan pengaruh yang positif. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat yang terdiri dari cara : menumbuhkan kesadaran berpartisipasi, menginformasikan adanya kesempatan berpartisipasi,  menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat mampu secara signifikan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Secara simultan variabel pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat akan diikuti oleh semakin tingginya tingkat pemberdayaan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. Artinya bahwa secara bersama-sama pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap pemberdayaan masyarakat di lima desa sangat tertinggal di Kabupaten Bandung Barat. 

4.2.	Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah, peneliti memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pembenahan dan penyempurnaan dalam menyusun suatu kebijakan, yang menyangkut pengembangan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai strategi pengembangan desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat.  Adapun Saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :
1.	Pengembangan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat yang secara konseptual merupakan ruang lingkup administrasi pembangunan selain dapat dianalisis melalui pendekatan struktural dan fungsional terhadap kelembagaan desa, guna pengayaan lebih luas kajian Ilmu Administrasi Pembangunan sebagai bagian dari Ilmu Sosial, hendaknya juga dapat dikaji dari teori-teori Perubahan Sosial yang meliputi : modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat (nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat), baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri.
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), membuat pedoman teknis tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di desa-desa sangat tertinggal yang mengatur tentang sejauhmana masyarakat dapat berpartisipasi dan kepala desa sebagai figur masyarakat melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemberdaya-an masyarakat.
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